
Dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI tanggal 9 Juni 2022, Rancangan Undang-Undang tentang
Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah disepakati untuk dibahas lebih lanjut menjadi
undang-undang. Salah satu pasal dalam RUU KIA yang banyak mendapat sorotan antara lain
yang terkait dengan ketentuan mengenai cuti melahirkan. Dalam Pasal 4 ayat (2) RUU KIA
dinyatakan bahwa salah satu hak ibu adalah mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6
(enam) bulan. Selama menjalankan cuti tersebut, pekerja perempuan tidak boleh
diberhentikan dan perusahaan wajib membayarkan gajinya, dengan besaran gaji 100% untuk 3
bulan pertama dan 75% untuk 3 bulan berikutnya. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) RUU KIA.

Selama ini, ketentuan mengenai cuti melahirkan bagi pekerja perempuan telah diatur dalam
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker). Dalam Pasal 82
UU Naker dinyatakan bahwa pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti selama 3 bulan,
terdiri dari  1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan sesuai dengan
perhitungan dokter kandungan atau bidan. 

International Labour Organization (ILO) menyatakan lebih dari 120 negara di seluruh dunia
memberikan cuti hamil dan tunjangan kesehatan. ILO juga menyatakan bahwa elemen penting
dalam pelindungan kehamilan adalah adanya jaminan hukum bagi perempuan hamil bahwa
mereka tidak akan kehilangan pekerjaan karena kehamilan, cuti melahirkan, atau kelahiran
anak. Jaminan tersebut merupakan sarana penting untuk mencegah kehamilan menjadi
sumber diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan. 

Cuti melahirkan merupakan hak setiap pekerja dan pengaturannya berbeda-beda di setiap
negara seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Pengaturan tentang Cuti Melahirkan di Beberapa Negara
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  PENGATURAN TENTANG CUTI MELAHIRKAN
DALAM RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
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Sumber

Perubahan cuti melahirkan dari 3 bulan seperti telah diatur dalam UU Naker
menjadi 6 bulan dalam RUU KIA di satu sisi menguntungkan perempuan. Namun
demikian, Pengaturan jangka waktu cuti selama 6 bulan dalam RUU KIA ini harus
dirumuskan secara hati-hati, jelas, dan rinci. Komisi VIII DPR RI perlu mengawal
pembahasan RUU KIA sehingga pengaturan tentang cuti melahirkan selama 6 bulan
tetap mengedepankan kepentingan pekerja perempuan dan mencegah agar
pengaturan tersebut tidak merugikan pekerja perempuan, misalnya dengan
memberikan pilihan kepada pekerja perempuan untuk menentukan sendiri jangka
waktu cuti yang dibutuhkan. Pekerja perempuan dapat memilih untuk mengambil
cuti kurang dari itu, misalnya hanya 3 bulan mengingat jika pekerja perempuan
mengambil cuti dalam masa tersebut gaji tetap dibayarkan 100%. A
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Selain itu, terdapat beberapa negara dengan cuti melahirkan terlama, yaitu Bulgaria (58,6
minggu);  Yunani (43 minggu); Inggris Raya (39 minggu); Slovakia (34 minggu); Kroasia (30
minggu); Chili (30 minggu); Republik Ceko (28 minggu); Irlandia (26 minggu); Hongaria (24
minggu); dan Selandia Baru (22 minggu).  Beberapa negara juga memberikan pilihan kepada
orang tua untuk memperpanjang masa cutinya, seperti Estonia dan Austria.

Melihat pengaturan cuti di beberapa negara tersebut, pengaturan cuti dalam RUU KIA
sebanyak 6 bulan atau sekitar 24 minggu, termasuk ke dalam kategori cuti yang cukup lama.
Meskipun banyak yang mendukung jangka waktu cuti tersebut, ada juga beberapa pihak yang
mengkhawatirkan jika pemberian cuti tersebut justru akan mengurangi peluang perempuan
untuk mendapatkan pekerjaan. Perusahaan akan lebih memilih pekerja laki-laki karena
dianggap akan lebih menguntungkan. 

https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/dewi.sendhikasari
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/masyithah.adhiem
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/achmad.fahham
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/yulia.indahri
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/nur.suni
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/fieka.arifa
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/sony.hendra
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/hartini.retnaningsih

